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PEMANFAATAN ARSITEKTUR SPBE UNTUK
TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF DAN EFISIEN
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PERCEPATAN REFORMASI BIROKRASI MENDORONG

PERTUMBUHAN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN NASIONAL

PEMBANGUNAN NASIONAL
.. PERTUMBUHAN EKONOMI
BIROKRASI YANG BAIK DAN BERSIH

Birokrasi yang baik dan bersih, sederhana, fleksibel, serta didukung oleh proses tatakelola
yang cepat dan SDM aparatur yang berkualitas akan menghasilkan Pelayanan Publik yang
Prima. Hal ini akan berdampak pada Pertumbuhan Ekonomi yang merupakan salah satu Pilar
dan Agenda Pembangunan Nasional.

Tata Kelola Pemerintahan |
vang efektif, responsif, dan

\ | Pelayanan Publik
S T .
adaptif berbasis digital Q‘\V‘ berbasis digital
(Digital Government) QOQ‘ (Digital Service)
N\

Pemulihan Ekonomi Melalui | P‘
Manajemen Kerja berbasis digital (3,
(Digital Work Management) 0%* | Peningkatan Kualitas SDM
* Berbasis digital (Digital Mindset)

Birokrasi akan berlari dengan
semakin cepat ketika orientasinya
pada hasil dan kinerja pelayanan
yang efektif, efisien, dan

Penyederhanaan Birokrasi ekonomwz serta (.:Ildukung <G
budaya birokrasi yang

berbasis digital (Digital Bureaucracy) berintegritas yang tinggi ‘
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== TEMATIK LAYANAN DIGITAL PEMERINTAH

Tematik Layanan Pemerintah

Layanan Publik

A. SPM (Government to Citizen/G2C)
PP No. 2 Tahun 2018 Standar Pelayanan

. 1. Pendidikan
Minimal: 2. Kesehatan
1. Pendidikan - _ 3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2. Kesehatan kg AR 4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang DIGITAL TRANSFORMATION 5. Ketentraman, ketertiban umum, dan
‘ a A S Perlind M kat
4. Perumahan Rakyat dan Kawasan £ B = & 4 £ XK 6 ss;::l HLEMTERAIELS
Permukiman Standar S ~ B. Layanan Bisnis (Government to Business/G2B)
5. Ketentraman, ketertiban umum, dan Pelayanan /./ 1. Perdagangan
Perlindungan Masyarakat Minimal 2. Perindustrian
6. Sosial Transformasi EoDB 3. Penyiaran
Digital 4. Kawasan Ekonomi
& CPI
5. dll
EGDI
Layanan Administrasi Pemerintahan
SMART CITY \. A. Akuntabilitas Kinerja
. . B. Pengawasan
UU No. 11 Tahun 2020 Clpta Kerja C. Kepegawaian Government to Government/G2G )
. : Government to Employee/G2E '
UU No. 23 Tahun 2014 Pemerintah Daerah E' E‘;;‘LS'F’""” ~r
F. Keuangan (Perencanaan, Penganggaran, dan

Pengadaan Barang/Jasa)
G. dll




seesess— TAHAPAN PENERAPAN SPBE NASIONAL

a. PermenPANRB Manajemen Risiko SPBE
b. PermenPANRB Evaluasi SPBE
c. PermenPPN/Bappenas Manajemen Data

Tahap pembangunan fondasi SPBE (2018 - 2022) Tahap pengembangan SPBE (2023 - 2025)
€ e e e e e e e e e e e e mm mm e e e e mm e e = = > _—— e e e e e = = == PRAKTEK

Rencana: TARGET RPJMN 2024 PEMERINTAHAN
a. Penetapan Arsitektur SPBE Nasional Jumlah K/L/D yang menerapkan SPBE dengan DINAMIS 2025

1. Rata-rata indeks SPBE 2,26 (Cukup) b. Penetapan Peta Rencana SPBE Nasional rata-rata indeks SPBE Baik

2. Peringkat EGDI Indonesia — 88 2021 - 2025 * 100% Instansi Pusat,

3. Pelaksanaan clearance investasi TIK (aplikasi dan c. Penguatan kebijakan SPBE * 80% Pemerintah Provinsi,

infrastruktur TIK TA 2021) d. Penelaahan anggaran SPBE TA 2022 * 50% Pemerintah Kab/Kota. "’
4. Penguatan kebijakan SPBE: e. Pelaksanaan evaluasi SPBE 640 K/L/D g

1. Tahap awal implementasi, konsolidasi
penerapan SPBE K/L/D

2. Rata-rataindeks SPBE 2,18 (Cukup) SMART Government

* Integrasi (high level) proses bisnis
lintas K/L/D berbasis Arsitektur SPBE
FASE TRANSFORMASI menuju (Government Enterprise Architecture)
SMART Government

gy
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* Penerapan penuh layanan publik dan

5
Y

* Penyusunan proses bisnis antar sasaran administrasi pemerintahan nasional
pembangunan lintas bidang/sektor, dan dalam bentuk layanan digital
antar K/L/D, melalui penerapan pemerintah terintegrasi
Arsitektur SPBE
* Pemanfaatan Big Data dan Kecerdasan
* Pemanfaatan infrastruktur TIK Nasional Artifisial dalam pengambilan
Berbagi Pakai (PDN, Jaringan Intra keputusan yang cepat dan akurat

Pemerintah, Sistem Penghubung Layanan -Dri
= 2 Oktober 2018 Penetapan Perpres SPBE & g Lay ) (Data-Driven Government)

= Peringkat e-Govt Development Index (EGDI) Indonesia— 107 » Mewujudkan tematik layanan, fokus

* penguatan tata kelola SPBE dengan membangun kepemimpinan pembangunan lintas bidang/sektor
melalui pembentukan Tim Koordinasi SPBE




ARSITEKTUR SPBE
BT e T T T s A

Kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi bisnis, data dan informasi, aplikasi, infrastruktur SPBE, dan
Keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan pemerintah yang terintegrasi

Disusun untuk jangka waktu 5 tahun

Arsitektur SPBE Arsitektur SPBE Arsitektur SPBE
Nasional Instansi Pusat Pemda




meeess MANFAAT ARSITEKTUR SPBE

Mengurangi tumpang
I8 indih fungsi bisnis

pemerintahan

Menerapkan
standardisasi TIK

I

Mengurangi duplikasi
infrastruktur dan sistem
aplikasi

Berbagi data dan
informasi

Memudahkan integrasi
layanan SPBE

Meningkatkan efisiensi
biaya SPBE




Arsitektur
SPBE NASIONAL (Level 1)

Visi SPBE
Misi SPBE

| Tujuan SPBE || Sasaran SPBE

Referensi Arsitektur

— Domain Arsitektur Layanan (RAL) - 03

Z=  komponen dasar dari arsitektur standar /
yang digunakan sebagai acuan penyusunan . .. . n
Setap dormainarsekile s Layanan Publik Layanan Administrasi Pemerintahan

l\

Untuk mengidentifikasi layanan yang

redundan dan serupa, dukung layanan
bersama dan interoperabilitas antar sistem

dan berikan panduan untuk memfasilitasi

e . _ Domain Domain Arsitektur Aplikasi (RAA) - 04 Domain
Metadata Arsitektur @ e e oo DOMAIN Arsitektur Arsitektur Arsitektur
o | Jomgonen et yng. Keamanan SPBE Aplikasi Umum Aplikasi Khusus Proses Bisnis
(RAK) - 06 (RAB) - 01

Standar 10 Data Pokok
Keamanan

Metadata, Atribut, dan Relasi Metadata

Q
©

Mengidentifikasi target pengembangan . . .
Mendefinisik: {f delan (ke ), " L
Er e TR dan targe nteroperabitas berdasarkan Domain Arsitektur Data dan Informasi (RAD) - 02
hubungan antara ketiganya. pada masing-masing area
@. Jomain Arsitektur Bisnis, Data rmasi,
a Al

Domain Arsitektur Infrastruktur SPBE (RAI) - 05

Penerapan 9 Sektor
Keamanan Platform Pemerintahan
Mewujudkan tata Kelola - .
pemerintahan yang bersih, efektif, i Sistem Integrasi
transparan, dan akuntabel Keamanan

Fasilitas Komputasi

Mewujudkan pelayanan publik yang

Manajemen | Risiko ” Perubahan ” SDM ” Data ” Aset TIK ” Layanan ” Pengetahuan || Keaamanan |

berkualitas dan terpercaya (MJ) - 07 | T |
Tata Kelola
L Penyelenggara SPBE Kebijakan Pemantauan dan Evaluasi Rencana dan Anggaran
Meningkatkan keterpaduan dan (TK) - 08

efisiensi penyelenggaraan SPBE




ssssss SPBE DAN DATA

“Data adalah jenis kekayaan baru bangsa

kita, kini data lebih berharga dari minyak” SPBE yang berkualitas mendukung Data yang berkualitas
- Pidato Kenegaraan Presiden Joko Widodo pada 16 Agustus 2019 -

RUANG LINGKUP SPBE SINERGI PROGRAM RUANG LINGKUP SDI

) \ELEIE !
AuditerIK /\

/_M@@@B@m@ﬁﬂ SPTE—\ Arsitektur Data ——> AT
/ Indonesia

* Metadata Baku

e Standar Data ' ° 0
n

¢ Interoperabilitas Data « -\\l e ’/o
- Manajemen ¢ Kode Referensi dan Data Induk B, 22
Mar;%J't\aﬂmen Keamanan 0‘ o & t i m > °
e Informasi U M p

i Penyelenggara .
Satu Data * Penyelenggara Tingkat Pusat

Keamanan  Rencana Induk U o
i SPBE dan (o]
. ¢ Penyelenggara Tingkat Daerah o
Manajemen Indonesia
Data Q
Informasi \ m

Manai Arsitektur
anajemen
Perubahan SPBE
Pedoman
j nD
P Manajemen Data | « Perencanaan Data
: . e Pengumpulan Data
;VI anaiehmen Mzna:eTT(en A StiBat * Pemeriksaan Data
MO VancjemenSPEE | Big Data dan Al Indonesia

~ / i * Penyebarluasan Data
Manajemen Pemerintah

———— “We are sitting on a
gigantic pile of data”

Data@lan

Data yang berkualitas mendukung SPBE yang berkualitas
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Penguatan koordinasi antar instansi pusat, untuk percepatan penyelesaian target SPBE dalam
rencana induk dan Peta Rencana 2021-2025 melalui penyelarasan perencanaan dan penganggaran
SPBE di K/L/D sebagai bagian program nasional, serta implementasi Arsitektur SPBE Nasional yang
berbasis proses bisnis lintas sektor pemerintahan (Government Enterprise Architecture)

Penguatan peran Tim Koordinasi SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk dapat
menyelaraskan perencanaan dan pembangunan Sistem Informasi K/L/D, agar dapat mewujudkan
layanan Publik dan Administrasi Pemerintahan yang terintegrasi (Digital Services)

Percepatan terwujudnya sistem penghubung layanan pemerintah, sehingga terjadi kolaborasi data
melalui penerapan manajemen data oleh seluruh wali data K/L/D dan interoperabilitas antar sistem
yang sudah ada, menjadi layanan digital pemerintah yg terintegrasi (Smart Government)

Percepatan pemanfaatan transaksi elektronik pada setiap aspek layanan, termasuk penggunaan
Big Data Pemerintah dan Kecerdasan Artifisial, sebagai bagian Transformasi Digital Nasional




Sampai kapanpun,

kemajuan perempuan itu
ternyata menjadi faktor /)c'nt‘in!

dalam peradaban bangsa

~ Kartini

TERIMA KASIH




